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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya Fungsi dinas sebagai regulatory role, seperti pengorganisasian pegawai. 

Belum optimalnya fungsi dinas sebagai enabling role, seperti petani belum mampu mengembangkan produk pertaniannya 

dan belum optimalnya Fungsi dinas sebagai direct provision of goods and service, seperti terdapat daerah tingkat 

ketahanan pangannya rendah. Rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan Dan 

Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara?”. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data 

meliputi: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan: 1) Fungsi Dinas 

dalam dimensi regulatory role kurang optimal. 2) Fungsi Dinas dalam dimensi enabling role kurang optimal. 3) Fungsi 

Dinas dalam dimensi direct provision of goods and service kurang optimal. 

Kata Kunci: Fungsi, Dinas, Ketahanan Pangan 

Abstract 

This research is motivated by the suboptimal role of the department as a regulatory role, such as organizing employees. 

The role of the department as an enabling role is not yet optimal, such as farmers not being able to develop their 

agricultural products and the service's role as a direct provision of goods and services is not yet optimal, such as in 

areas with low levels of food security. The formulation of the problem is: "What is the role of the Maritime Affairs, 

Fisheries and Food Security Service in increasing food security in North Aceh Regency?". This type of research is 

descriptive qualitative research. Data collection techniques are literature study and field study. Data analysis 

techniques include: data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The research results show: 

1) The role of the Department in the regulatory role dimension is less than optimal. 2) The Department's role in the 

enabling role dimension is less than optimal. 3) The role of the Department in the direct provision of goods and services 

dimension is less than optimal. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan 

merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin 

dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, 

dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan hal yang 

penting dan strategis, karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa tidak 

ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu 

mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Ketahanan pangan merupakan masalah 

pembangunan berkelanjutan yang kompleks, berhubungan tidak hanya dengan pangan dan pertanian 

tetapi juga berhubungan dengan kesehatan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan 

dan juga perdagangan. Sehingga dalam pelaksanaannya, Pembangunan ketahanan pangan yang 

berkesinambungan terkait dengan semua sektor pembangunan nasional Kabupaten Aceh Utara secara 

keseluruhan memliki luas wilayah 101.092 Ha terbagi dalam dua puluh empat kecamatan dengan 

jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 424.786 jiwa (BPS Kab. Aceh Utara, 2020). Kabupaten 

Aceh uatar yang terletak di pesisir pantai atau berbatasan langsung dengan laut, masih tetap ada 

sumbangan yang masih menjadi penggerak roda Perekonomian dari sektor pertanian, sehingga 

pengaruhnya terhadap laju Pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Formulasi kebijakan ekonomi 

yang dilakukan harus dapat mempertimbangkan siklus bisnis (business cycles) yang terjadi dalam 

perekonomian agar kebijakan tersebut lebih tepat sasaran (Nurwanda dan Rifai, 2018:179). Kondisi 

ini juga menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih “concern” terhadap 

pengembangan potensi sektor Pertanian. Cakupan sektor pertanian meliputi pertanian tanaman 

pangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Secara umum, salah satu sub sektor yang 

masih dominan adalah padi dan palawija, dengan luas panen seluas 33.375 Hektar dengan produksi 

padi sebesar 189.990 ton, sumbangan terbesar berasal dari padi sawah 187.486 ton. Persawahan di 

Kabupaten Aceh Utara sebagian besar masih mengandalkan air hujan yang dapat dilihat dari area 

persawahan terluas adalah sawah tadah hujan. Begitu pula untuk yang sudah irigasi, Sebagian besar 

sawah yang telah irigasi merupakan irigasi teknis disusul irigasi desanon PU (Pekerjaan Umum) (BPS 

Kab. Aceh Utara 2023). 

Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam khususnya 

sektor agraris sebagai leading sektor pembangunan daerah, Arah kebijakan revitalisasi pembangunan 

pertanian di Kabupaten Aceh Utara adalah untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, 

peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produksi pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

serta petani dan nelayan pada khususnya dengan tujuan menjadikan Kabupaten Aceh Utara sebagai 

salah satu lumbung pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas dan kewajiban 

untuk menetapkan RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Upaya meningkatkan ketahanan pangan 

ditetapkan melalui RPJPD dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2025.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 

Nasional. Salah satunya memuat arah dan kebijakan tentang ketahanan pangan dalam rangka 
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pelaksanaan misi membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan 

melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan dan program peningkatan 

produksi pertanian/perkebunan. Tujuan jangka menengah periode tahun 2017-2021 yaitu 

mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor penganekaragaman pangan. 

Sasaran jangka menengah periode tahun 2017- 2021 yaitu meningkatnya ketahanan pangan daerah. 

Salah satu misi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara yaitu 

meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka 

yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan 

sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan 

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi 

dimaksud. Oleh karena itu Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara 

memiliki Fungsi yang penting dalam mewujudkan misi tersebut.Perencanaan Pembangunan Daerah 

sebagai sebuah kebijakan publik juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan proses 

kebijakan publik. Bagaimana tujuan pembangunan yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala 

daerah dijabarkan dalam program kegiatan untuk mencapai tujuan seringkali tidak konsisten 

(Nurwanda, 2017:38).  

Fungsi merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang 

atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Fungsi 

merupakan penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi 

tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu. Dengan demikian prilaku individu adalah 

aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan 

pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas dan pekerjaan. 

Berdasarkan Peraturan Aceh Utara Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian 

Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Pasal 12 Ayat (2), bahwa: 

“Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, 

pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan”Berdasarkan 

rencana strategis Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara memiliki 

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah yaitu mewujudkan ketahanan pangan daerah 

melalui pengembangan sektor penganekaragaman pangan dengan indikator tujuan berupa jumlah 

ketersediaan pangan pokok (ton), sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya ketahanan pangan 

daerah dengan indikator sasaran berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Selanjutnya strategi Dinas 

Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara yaitu perbaikan kualitas 

konsumsi pangan dan gizi masyarakat dengan arah kebijakan yaitu pencapaian diversifikasi pangan 

dengan perbaikan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), 

peningkatan penyediaan pangan pokok, stabilitas harga pangan pokok, terjaminnya bahan pangan 

yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat. Sesuai dengan Kebijakan dalam RPJPD 

dan RJPMD Kabupaten Aceh Utara yang memprioritaskan pembangunan untuk mencapai Tingkat 

disparitas wilayah yang rendah. Dengan prioritas kebijakan ini berarti alokasi pembangunan lebih 

ditingkatkan termasuk di dalamnya sektor ketahanan pangan, karena mayoritas mata pencaharian 

penduduk bergantung pada pertanian, sehingga sektor ini yang mempunyai daya ungkit/dongkrak 

yang penting bagi peningkatan ekonomi penduduk. Pengembangan ekonomi local merupakan proses 

dimana pemerintah lokal dan masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, 

aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Nurwanda dan Badriah, 2020:69). Sebagai 

instansi pemerintah yang membantu mengembangkan potensi Sumber daya alam di bidang pertanian, 

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan perlu mengetahui daerah mana yang merupakan 

daerah yang tidak terjangkau air irigasi atau kekurangan air pada suatu daerah yang mana kekeringan 

sering terjadi di daerah tersebut. Jadi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan harus dapat 
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mengembangkan atau mengarahkan daerah tersebut agar mendapatkan air yang baik guna 

menghasilkan produk pertanian yang unggul, dan dapat memproduksi setahun dua kali atau tiga kali.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan mengenai belum 

berFungsinya Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan 

pangan. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut: 1. Belum 

optimalnya Fungsi dinas sebagai regulatory role, hal ini ditunjukan belum optimalnya 

pengorganisasian pegawai untuk mewujudkan pengembangan sektor penganekaragaman pangan. Hal 

ini disebabkan karena Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan mengalami keterbatasan 

pegawai/petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasinya, secara keseluruhan jumlah 

pegawai 30 orang dan sebagian besar masih Golongan III/a bahkan ada yang masih Golongan II, 2. 

Belum optimalnya Fungsi dinas sebagai enabling role, hal ini ditunjukkan dengan masih adanya 

kelompok tani yang belum mampu mengembangkan produk pertaniannya. Hal ini disebabkan karena 

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan kurang dapat membantu kelompok tani untuk 

memperoleh bantuan modal dan paralatan teknologi pertanian, kurang memberikan penyuluhan  

untuk pengembangan kemampuan, keterampilan melalui penggunaan alat-alat berbasis teknologi 

sehingga mengakibatkan rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat seperti kegiatan 

penyuluhan dalam waktu 1 tahun terakhir hanya dilakukan satu kali. 3. Belum optimalnya Fungsi 

dinas sebagai direct provision of goods and service, hal ini itunjukan dengan masih terdapat beberapa 

daerah dengan tingkat ketahanan pangan yang rendah. seperti daerah Kecamatan Langkahan, 

Kecamatan Nisam dan Kecamatan Sawang. Yang mana Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan 

Pangan masih kurang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam mempertahankan 

ketersediaan pangan yang memadai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan 

Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara?”. 

Bahan dan Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Pada        tanggal 1 Maret 

2024 sampai dengan 31 Juli 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
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Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat Penelitian yaitu: 
Tabel  1. Alat dan bahan serta fungsi penggunaannnya dalam penelitian 

No Alat dan Bahan Fungsi 

1 Kuesioner Sebagai alat untuk mengumpulkan informasi melalui 

wawancara 

2 Alat Tulis Untuk mencatat semua data di lapangan 

3 Kamera Sebagai alat pengambilan dokumentasi 

4 GPS Map Kamera Untuk menentukan titik lokasi pengambilan data 

Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. metode observasi digunakan 

untuk mengamati permasalahan dari Fungsi Dinas Kleautan, perikanan dan pangan dalam 

meningkatankan ketahanan pangan. Sedangkan wawancara digunakan untuk pengembilan data 

wawancara kepada stakholder. 

1. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dilapangan adalah data primer. Data primer diperoleh langsung dari 

lapangan berupa data observasi, wawancara, dokumentasi. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

wawancara kepada stakholder dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  Fungsi Dinas 

Kleautan, perikanan dan pangan dalam meningkatankan ketahanan pangan. Data wawancara untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan.  

Hasil dan Pembahasan 
 

1. Regulatory Role 

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi regulatory role bahwa Dinas keluatan dan 

Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan aturan-aturan sebagai 

landasan dan acuan dalam melaksankaan pekerjaannya. Oleh karena itu dalam hal ini tidak ada 

kendala yang dihadapi sehingga untuk penetapan aturan tidak dilakukan Upaya karena aturan tersebut 

telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai khususnya di Bidang Ketahanan Pangan. Kemudian 

dalam pengorganisasian atau pengaturan sumber daya dilaksanakan dengan kurang optimal yang 

disebabkan oleh kurangnya pegawai baik dari segi jumlah dan kualitasnya. Selain itu keterbatasan 

sumber anggaran dan fasilitas pendukung. Oleh karena itu dalam pengorganisasian atau pengaturan 

sumber daya telah dilakukan upaya dengan cara mengikutsertakan pegawai dalam penyelenggaraan 

pengembangan sumber daya manusia, pengajuan permohonan penambahan anggaran pada 

pemerintah daerah dan melengkapi sarana prasarana. Selanjutnya Dinas keluatan dan Perikanan Dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya 

berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan organisasi. Oleh karena itu dalam hal ini dinas tidak 

mengalami kendala yang dihadapi sehingga tidak dilakukan Upaya mengingat pegawai telah 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Sebagai 

penyelenggara pelayanan publik, pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena 

masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai 
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pungutan lainnya. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Kuncoro, (2004:113) yang menjelaskan 

bahwa: Pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau 

mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi 

daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana 

sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan 

kelompok masyarakat lainnya.  

Berdasarkan teori di atas bahwa pemerintah daerah melalui satuan kerja Fungsigkat daerah 

sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi 

pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di 

wilayah tertentu. Demikian pula dengan Labolo, (2010:36) bahwa Fungsi pemerintah yaitu: Fungsi 

pemerintah memberikan acuan dasar kepada Masyarakat sebagai instrumen untuk  mengatur segala 

kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang 

diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat 

dianggarkan dari APBN/APBD. Berdasarkan teori di atas bahwa pemerintah berFungsi memberikan 

acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan, sebagian 

masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan 

yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh 

kelompok Masyarakat lainnya. Dengan demikian regulatory role merupakan salah satu dimensi dalam 

organisasi sektor publik yang berFungsi untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan 

kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.  

2. Enabling Role 

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi enabling role bahwa Dinas Kelautan, Perikanan 

Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara belum optimal dalam memfasilitasi kelompok tani 

untuk memperoleh bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha taninya. Kemudian belum 

optimal dalam melaksanakan memberikan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan petani. Namun demikian Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Aceh Utara telah memberikan jaminan ketersediaan pangan dengan melakukan langkah- langkah 

strategis diantaranya dengan melakukan kemitraan antara pemerintah daerah, pusat dan swasta. 

Fungsi sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam 

penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. Uraian di atas sejalan dengan 

pendapat Ndraha (2010:45) bahwa: “Fungsi pemerintah yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat 

jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika 

Pembangunan daerah. Pemerintah berFungsi melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara 

intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim 

penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan”. Dengan demikian pemerintah tidak 

hanya menjalankan fungsi selaku perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, 

tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai 

tantangan dan keterbatasan yang ada.  

Pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di 

daerahnya. Fungsi ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur 

perencanaan dan penetapan peraturan Pendapat yang dikemukakan Adhawati (2012:9) bahwa: 

“Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan 

peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan)”. Dengan 

demikian Fungsi utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga 

memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. 
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3. Direct Provision of Goods and Service 

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi direct provision of goods and service bahwa Dinas 

Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak dengan optimal seperti pihak swasta dan perbankan. Dengan demikian 

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dinas tidak mengalami kendala yang dihadapi sehingga 

tidak dilakukan upaya dalam hal Kerjasama dengan pihak lain. Kemudian Dinas Kelautan, Perikanan 

Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian dalam mempertahankan ketersediaan pangan yang disebabkan oleh sumber daya 

manusia pegawai yang belum memadai dan keterbatasan sumber anggaran. Oleh karena itu dalam hal 

ini dinas telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pegawai dengan cara 

diberikannya arahan, petunjuk dan bimbingan pada pegawai secara rutin, mengikutsertakan pegawai 

dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, mengajukan permohonan 

penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya Dinas 

Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utar telah memberikan pelayanan 

informasi dan teknologi untuk usaha petani dengan optimal pada masyarakat khususnya petani. 

Dengan demikian dinas tidak mengalami kendala-kendala yang dihadapi oleh karena itu tidak 

dilakukan upaya memberikan pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha petani karena telah 

dilaksanakan dengan optimal.  

Fungsi sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan 

barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Selain 

itu directing provision of goods and service merupakan penerapan dari salah satu fungsi manajemen 

yaitu fungsi pengawasan (controlling) yang dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan 

kebijakan. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Kadarisman (2013:172) yang mengemukakan 

bahwa: Kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus 

dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau 

pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, 

pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan 

kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam 

melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan 

pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai 

bentuk pemeriksaan atau pengontrolan daripihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. 

Selanjutnya Silalahi (2011:80) mengemukakan bahwa: Pengendalian merupakan suatu proses 

pemonitoran kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan tujuan 

organisasional yang diharapkan. Sebagai suatu proses maka pengendalian adalah kegiatan penetapan 

standar kinerja, monitoring dan pengkuran kinerja, membandingkan hasil kinerja aktual hasil 

pengukuran dengan standar yang telah dibuat, serta mengambil tindakan korektif dan penyesuaian 

atau pengembangan bila mana dibutuhkan.  

Berdasarkan uraian teori di atas bahwa proses pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk 

memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik secara efektif dan efisien. Pimpinan 

melaksanakan pemantauan dan mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian 

di atas bahwa Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan 

ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan dengan kurang optimal. Hal ini ditunjukan 

dari hasil wawancara yang sebagian besar informan menyatakan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan 
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Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara 

dilaksanakan kurang optimal. 

Berdasarkan hasil observasi bahwa Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan 

dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan kurang sesuai dengan 

tiga Fungsi utama organisasi sektor public menurut Mahsun (2018:8) yaitu regulatory role, enabling 

role dan direct provision of goods and service. 

Kesimpulan 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan simpulan bahwa: 1. Fungsi Dinas Kelautan, 

Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara 

dalam dimensi regulatory role dilaksanakan dengan kurang optimal. 2. Fungsi Dinas Kelautan, 

PerikananDan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara 

dalam dimensi enabling role dilaksanakan dengan kurang optimal. 3. Fungsi Dinas Kelautan, 

Perikanan Dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara 

dalam dimensi direct provision of goods and service dilaksanakan dengan kurang optimal. 

Saran 

Adapun saran dari penulis kepada pihak Dinas Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan 

Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Utara lebih menjalankan dan 

tanggungjawabnya terhadap Fungsi dalam peningkatan ketahanan pangan.   
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